
 

79 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

Abdullah Gofar. 2014. Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata 

Usaha Negara, Malang: Tunggal Mandiri. 

 

Bachan Mustafa. 2010. Sistem Hukum Administrasi Negara. Bandung: Citra 

Aditya Bakti. 

 

Chaerul Amir, 2014, Kejaksaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis : 

Historis, Sosiologis dan Yuridis), Jakarta: Pro Deleader 

 

M. Guntur Hamzah, 2016, E-Book : Modul Pendidikan Negara Hukum Dan 

Demokrasi Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi. 

 

Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna 

Bimasakti, 2010. Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan 

Persidangan Elektronik (e-Court). Jakarta: Prenada Media. 

 

Nur Asyiah, 2015. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: 

Deepublish 

 

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2011, Argumentasi Hukum 

(Legal Argumentation/ Legal Reasoning) Langkah-langkah Legal 

Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta 

 

Prajudi Atmosudirdjo. 2010. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan. 

Surabaya: Gramedia. 

. 

Remaja, I Nyoman Gede, 2017, Hukum Administrasi Negara, Singaraja: 

Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti 

 

Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.  

 

Wijayanti, Asri. 2011. Strategi Belajar Argumentasi Hukum. Bandung : CV. 

Lubuk Agung Aditama. 

 

Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika. 



 

80 

 

B. Jurnal 

 

Avianty Nindita P, Caroline Augustine, Edy Hartanto. 2015.  Argumentasi 

Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara 

Penipuan. Surakarta: Jurnal Verstek Vol. 3 No. 2, 2015. 

 

Firman A. Mulingka,2015, Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim. 

Manado: Jurnal Lex Administratum, Vol. III/No. 6/Ags/2015. 

 

Haposan Siallagan, 2016, Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, 

Medan: Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016. 

 

Muhamad Azhar, 2015, Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, Semarang: 

Jurnal NOTARIUS Edisi 08 Nomor 2 September 2015. 

 

Reydonaldo Thomas Sidabutar dan Erliyana Anna, 2020, Rekonstruksi 

Hukum Terhadap Ganti Kerugian Dan Penundaan Pelaksanaan 

Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Tata Usaha 

Negara Yang Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan, Kota Depok: 

Jurnal PALAR Volume 06, Nomor 01 

 

Samosir Tetty. 2015, Efektifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam 

Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. ADIL: Jurnal 

Hukum Vol. 6 No.2 

 

Wahyudi Djafar, 2016, Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: 

Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di 

Indonesia, Jakarta: Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

C. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang 

Advokat, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5076. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan 

Tata Usaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Tata Usaha, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5079. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 

Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168. 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep 

Tahun 2014 Nomor 11. 

 

D. Website 

Muhammad Agung, E-Book Makalah Hukum Tata Negara: Macam-Macam 

Sumber Hukum Tata Negara Berdasarkan Sumber Hukum Formil Dan 

Materil . https://Osf.Io/Rj2yq/Download Diakses Pada 17 Desember 

2021. 

Jimly Asshiddiqie, Makalah E-Book: 

www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indon

esia.pdf Diakses pada 17 Desember 2021. 

https://osf.io/Rj2yq/Download
http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

